
Sosialisasi  

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

dan 

Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik 

Dinas Perindustrian dan Energi 
Bidang Energi dan Ketenagalistrikan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

19 Desember 2018 



Dasar Hukum 

 UU 30/2009 : Ketenagalistrikan 

 UU 23/2014 : Tentang Pemerintahan Daerah 

 PP 14/2012 : Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Juncto PP 23/2014 

 PP 62/2012 : Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 

 Permen ESDM 29/2012 : Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan 

Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi 

 Permen ESDM 35/2013 : Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan 

 Permen ESDM 05/2014 : Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan 

Juncto Permen ESDM 10/2016 

 Peraturan Gubernur DKI Jakarta 236/2015 : Usaha Penyediaan Tenaga Listrik & 

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 

 Peraturan Gubernur DKI Jakarta 61/2011 : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Uji Laik 

Operasi Pembangkitan Tenaga Listrik dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik 

 

 



Dasar Hukum 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan  

 Pasal 19 ayat 2 : Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga 

listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga 

listrik 

 Pasal 22 : Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b 

diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

 Pasal 44 ayat 1 : Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi 

ketentuan keselamatan ketenagalistrikan 

 Pasal 44 ayat 4 : Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki 

sertifikat laik operasi 

 Pasal 44 ayat 5 : Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib 

memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia 

 Pasal 44 ayat 6 : Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib 

memiliki sertifikat kompetensi 



Sanksi Pidana 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan  

 Pasal 49 ayat 1 : Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk 

kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah) 

 Pasal 49 ayat 2 : Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) 

 Pasal 54 ayat 1 : Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik 

operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

 Pasal 55 ayat 1 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan 

Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau 

pengurusnya 

 Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah). 

 



Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

 Dibangkitkan, disalurkan, didistribusikan, dan dijual kepada pihak lain (konsumen) 

 Terdiri atas jenis usaha: pembangkitan; transmisi; distribusi, dan penjualan tenaga listrik, atau 

dapat dilakukan secara terintegrasi 

 Diselenggarakan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) yang diterbitkan 

oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya. 

 

 Dibangkitkan dan disalurkan untuk digunakan (dikonsumsi) sendiri. 

 Terbagi menjadi Izin Operasi (IO), Surat Keterangan Terdaftar, Surat Keterangan Pelaporan 

yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya. 

 



Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

Izin Usaha 
Penyediaan 

Tenaga 
Listrik 

 
Kepentingan 

Umum 
(IUPTL) 

Izin Operasi 

(>200 kVA) 

Surat Keterangan 
Terdaftar 

(25-200 kVA) 

Tanda Pelaporan 

(0-25 kVA) 

Kepentingan 

Sendiri 



 Fotokopi KTP pemimpin / penanggung jawab perusahaan 

 Biodata / profil perusahaan 

 Fotokopi akte perusahaan beserta pengesahannya 

 Fotokopi NPWP 

 Kemampuan Pendanaan 

 Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

 Izin Undang - Undang Gangguan (UUG) 

 Izin Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL) 

 Diagram satu garis instalasi 

 Jadwal Pembangunan dan Pengoperasian 

 Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)* 

 Penetapan Wilayah Usaha* 

Syarat Permohonan Izin Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik Kepentingan Umum (IUPTL) 



 Fotokopi KTP pemimpin / penanggung jawab perusahaan 

 Biodata / profil perusahaan 

 Fotokopi akte perusahaan beserta pengesahannya 

 Fotokopi NPWP 

 Fotokopi Izin Undang - Undang Gangguan (UUG) 

 Fotokopi Izin Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL) 

 Sertifikat Laik Operasi *menyesuaikan 

 Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik  

 Diagram satu garis instalasi 

 Surat pernyataan diatas kertas materai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak 

melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya 

Syarat Permohonan Izin Operasi (IO) dan 

Surat Keterangan Terdaftar 



Contoh Surat Permohonan IO 



Contoh Surat Permohonan IO 



Contoh Surat Permohonan IO 



  KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN 

KETENAGALISTRIKAN 



KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN  
Pasal 44 UU 30/2009 Tentang 

Ketenagalistrikan 

USAHA KETENAGALISTRIKAN 

Usaha Penyediaan Tenaga 

Listrik (UPTL) 

Usaha Jasa 

PenunjangTenaga Listrik 

(UJPTL) 

Keselamatan 
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Andal, Aman, Ramah 

Lingkungan 
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Wajib 

Tujuan 

Lingkup 



PENERAPAN REGULASI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN 

Setiap peralatan 
dan pemanfaat 
tenaga listrik 
wajib memenuhi 
ketentuan 
Standar Nasional 
Indonesia 

Setiap instalasi 
tenaga listrik 
yang beroperasi 
wajib memiliki 
Sertifikat Laik 
Operasi. 

Setiap tenaga 
teknik dalam 
usaha 
ketenagalistrikan 
wajib memiliki 
Sertifikat 
Kompetensi 

Setiap badan 
usaha penunjang 
tenaga listrik 
wajib memiliki 
Sertifikat Badan 
Usaha (klasifikasi 
dan kualifikasi) 

Undang Undang No. 30 /2009 
Tentang 

KETENAGALISTRIKAN 

Andal, Aman, Ramah Lingkungan 

Setiap kegiatan usaha 

ketenagalistrikan wajib 

memenuhi 

ketentuan yang 

disyaratkan dalam 

peraturan perundang-

undangan 

di bidang lingkungan 

hidup 

 



Andal bagi instalasi merupakan kondisi instalasi tenaga listrik 
beroperasi secara berkesinambungan sesuai mutu yang 
dipersyaratkan; 

Aman bagi instalasi merupakan kondisi instalasi tenaga listrik 
bebas dari resiko kerusakan akibat ketidaknormalan operasi dan 
gangguan; 

Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya 
merupakan kondisi instalasi tenaga listrik bebas dari bahaya 
listrik, bahaya mekanik, bahaya termal, dan bahaya kimia 
terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; 

Ramah lingkungan merupakan kondisi instalasi tenaga listrik 
memenuhi ambang batas medan listrik dan medan magnet, baku 
mutu emisi, nilai ambang batas bising, dan baku mutu limbah sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku  

KESELAMATAN  

 

KETENAGALISTRIKAN 



Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik 

1. Setiap instalasi tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik 

Operasi (SLO). 

2. Untuk mendapatkan SLO dilakukan sertifikasi instalasi tenaga 

listrik. 

3. Sertifikasi instalasi tenaga listrik merupakan serangkaian 

kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi 

tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik 

telah berfungsi sesuai persyaratan yang ditentukan dan 

dinyatakan laik operasi. 

4. Permohonan SLO ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian 

dan Energi Provinsi DKI Jakarta 



Sertifikat Laik Operasi (SLO) 

 Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi penyediaan 

tenaga listrik (pembangkit) 

 

 Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pemanfaatan 

tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah 

 

 Sertifikat Laik Operasi untuk untuk instalasi 

pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah 



Pelaksana sertifikasi instalasi tenaga listrik adalah Badan 

Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga 

Listrik, yaitu : 

1. Pelaksana sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan 

instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan 

menengah : Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi 

(Penugasan) 

2. Pelaksana sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan 

rendah : Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah 

(Penetapan) 

Lembaga Pelaksana SLO 



Syarat Menjadi Lembaga Inspeksi Teknis 

Terakreditasi 

 Untuk mendapatkan Akreditasi, pemegang izin usaha jasa penunjang harus 

mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal 

dengan m 

 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. akta pendirian badan usaha; 

b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum; 

c. nomor pokok wajib pajak bagi badan usaha; dan 

d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.emenuhi persyaratan administratif 

dan teknis. 



 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud untuk usaha jasa pemeriksaan dan 
pengujian instalasi tenaga listrik, meliputi: 

a. sertifikat Badan Usaha; 

b. struktur organisasi badan usaha; 

c. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga 
ketidakberpihakan dalam pengoperasian Lembaga Inspeksi Teknik; 

d. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan 
subbidang usaha; 

e. Tenaga Teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan subbidang 
usaha; 

f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia ISO 17020 
series; 

g. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; 

h. memiliki sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi 
dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 

i. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa; dan 

j. telah menjalankan masa penunjukan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dan 
melaksanakan paling sedikit 6 (enam) sertifikasi instalasi tenaga listrik sesuai 
dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki. 



 Surat Permohonan SLO 

 Formulir data isian permohonan SLO dan surat pernyataan  

 FC. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) / Izin Operasi (IO) / Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 

(sesuai yang dimiliki) 

 FC. KTP Pemohon / Pemilik / Pimpinan / Penanggung Jawab Perusahaan* 

 Surat Kuasa dan FC. KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)* 

 Biodata Pemohon / Pemilik / Profil Perusahaan* 

 FC. Akte Perusahaan beserta pengesahaannya dan NPWP* 

 FC. Izin UUG dan Izin Lingkungan (AMDAL/UKP/UPL)* 

 Lokasi instalasi 

 Gambar instalasi (site plan) dan tata letak (layout pembangkit) 

 Gambar diagram satu garis instalasi (Single Line Diagram) 

 Surat penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi (contoh terlampir) 

 Sertifikat Laik Operasi (untuk perpanjangan) 

 Gambar atau foto instalasi Oil Trap 

Catatan : * Kelengkapan persyaratan tidak perlu dilengkapi apabila telah melampirkan FC IUPTL/IO/Surat Keterangan 

Syarat Permohonan SLO 



 Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik (Terakreditasi) oleh Pemohon 

 Pengajuan Permohonan 

 Penugasan Lembaga Inspeksi Teknik (Terakreditasi) oleh Dinas Perindustrian dan Energi 

 Penjadwalan pelaksanaan Pengujian dan Pemeriksaan oleh Pemohon dan LIT 

 Pelaksanaan Pengujian dan Pemeriksaan Instalasi Tenaga Listrik 

 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengujian dan Pemeriksaan Instalsi Tenaga Listrik  

 Rapat Presentasi Laporan 

 Perbaikan Laporan 

 Penerbitan SLO 

 

Tata Cara Permohonan SLO 



PEMOHON LIT TERAKREDITASI TIM TEKNIS DINAS 

MEMBUAT PERMOHONAN 

SLO 

LENGKAP 

LIT MELAKSANAKAN ULO 

MENGELUARKAN SURAT 

PENUGASAN LIT 

PENAWARAN HARGA  DAN 

KONTRAK 

MENDAMPINGI 

PELAKSANAAN ULO 

PEMILIK INSTALASI 

MELALUKAN PERBAIKAN 

INSTALASI 

LIT MELAPORKAN RENCANA 

ULO  

LIT MEMBUAT LAPORAN  

EVALUASI HASIL ULO 

VALIDASI 

LIT  MENERIMA SLO 

  

DINAS MENERBITKAN 

SERTIFIKAT 

PEMILIK INSTALASI 

MENERIMA SLO 
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LIT MEMBUAT LAPORAN 

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 
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DINAS  

LULUS UJI 

Y 

BERITA ACARA EVALUASI 

MENERIMA PERMOHONAN 

SLO 

MENERIMA RENCANA ULO 

PENUNJUKKAN LIT SEBAGAI 

PENGUJI 

Flowchart 

Proses 

Permohonan 

SLO 



Contoh Surat Permohonan SLO 



Pelaksanaan Uji Laik Operasi PLTD  
di Sudirman Tower 



Pelaksanaan Uji Laik Operasi PLTD  

di PT. Indolakto 



Pelaksanaan Uji Laik Operasi PLTD  
di Apartemen 1Park Avenue 



Bentuk Sertifikat 

Laik Operasi (SLO) 



Contact Person 

  Edward : 08129029952  

  Purba  : 081295558282 (Sertifikat Laik Operasi)  

  Ayiful  : 083895252057 (Izin Operasi)  

  Risdo  : 082211776752 

Telepon  : 3521391 

 

  Email  : bidangpelm@gmail.com 



LEMBAGA SERTIFIKAT KOMPETENSI 

 HAKIT (HIMPUNAN AHLI KETENAGALISTRIKAN) 

SUDIBYANTO (087889000917) 

 

 SKPTL 

MUDJIONO (08129773041) 



TERIMA KASIH 

Dinas Perindustrian dan Energi 
Bidang Energi dan Ketenagalistrikan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 


